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KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Patut kita Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha
Kuasa atas Penyertaan-Nya sehingga Laporan Analisis Kerangka
Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2020 dapat terselesaikan dengan
baik.

Laporan ini merupakan Serial Tahunan Pusat Data Dan Analisis
Pembangunan Provinsi Papua sebagai wujud dari transparansi dan
akuntabilitas yang berkesinambungan terhadap capaian kinerja
pembangunan daerah Provinsi Papua. Selain menyajikan analisis statistik
secara historis mengenai hasil-hasil pembangunan sosial ekonomi daerah
Provinsi Papua, laporan ini juga memuat tantangan dan gambaran dinamika
faktor eksternal dan internal yang diperkirakan mempengaruhi kinerja sosial
ekonomi daerah dimasa mendatang, sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan
dan acuan penyusunan rencana kerja tahunan daerah Provinsi Papua

Tersusunnya laporam ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak
yaitu seluruh OPD lingkup Provinsi Papua, BPS Provinsi Papua, serta Tim
Tenaga Ahli Pusat KEUDA UNCEN, yang telah banyak memberi dukungan dan
masukan terkait dengan data dan informasi untuk analisis kerangka
pembangunan daerah Provinsi Papua yang diperlukan. Untuk itu diucapkan
terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu tersebut.

Walaupun laporan ini telah disiapkan dengan sebaik-baiknya namun
sangat disadari masih terdapat kekurangan didalamnya, sehingga kontribusi
pemikiran yang edukatif dan konstruktif untuk perbaikan kedepan sangat
diharapkan. Semoga laporan ini dapat memberikan dampak positif terhadap
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua.

Jayapura, Desember 2020
Kepala Bappeda Provinsi Papua,

YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19700728 199712 1 001
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses
multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar
atas struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi, disamping
tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan
ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Jadi
pada hakekatnya, pembangunan itu harus mencerminkan
terjadinya perubahan secara total suatu masyarakat atau
penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan
keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun
kelompok-kelompok sosial yang ada didalamnya, untuk bergerak
maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik secara
material maupun immaterial.

Adapun pembangunan Daerah merupakan suatu usaha yang
sistematik dari berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta,
maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang
berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan
aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya sehingga
peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Hal ini dapat
ditempuh dengan cara: (1) secara terus menerus menganalisis
kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah; (2) merumuskan
tujuan dan kebijakan pembangunan daerah; (3) menyusun konsep
strategi bagi pemecahan masalah atau solusi; dan (4)
melaksanakannya dengan menggunakan sumber daya yang
tesedia. Semua ini terangkum dalam satu kesatuan yang sistematis,
integratif dan holistik yang disebut dengan perencanaan
pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses
perencanaan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan
menuju arah yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat,

pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu
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dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber
daya yang ada dan harus memilki orientasi yang bersifat
menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada azas prioritas.
Ada beberapa implikasi pokok dari perencanaan pembangunan
daerah: Pertama, perencanaan pembangunan daerah yang
realistik memerlukan pemahaman tentang hubungan antara
daerah dengan lingkungan nasional di mana daerah tersebut
merupakan bagian darinya, keterkaitan secara mendasar antara
keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut. Kedua,
sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik
untuk daerah, dan sebaliknya yang baik bagi daerah belum tentu
baik secara nasional. Dan ketiga, perangkat kelembagaan yang
tersedia untuk pembangunan daerah, misalnya administrasi,
proses pengambilan keputusan, otoritas yang biasanya sangat
berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat
pusat. Selain itu, derajat pengendalian kebijakan sangat berbeda
pada dua tingkat tersebut. Oleh karena itu, perencanaan daerah
yang efektif harus bisa membedakan apa yang seyogyanya
dilakukan dan apa yang dapat dilakukan, dengan menggunakan
sumberdaya-sumberdaya pembangunan sebaik mungkin yang
benar-benar dapat dicapai, dan mengambil manfaat dari informasi
yang lengkap yang tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan
para perencananya dengan obyek perencanaan.

Hal ini menandakan bahwa perencanaan pembangunan
merupakan proses utama yang akan menentukan keberhasilan
pembangunan, sehingga dalam tahapan ini harus dijalankan
secara optimal. Optimalisasi perencanaan pembangunan daerah
dapat berhasil jika didukung oleh sumber daya aparatur yang
kompeten dan data-data statistik yang akurat. Keberadaan data-
data statistik yang akurat akan membantu perencana dalam
mengidentifikasi dan mengevaluasi kendala serta pemikiran ideal
yang harus diapresiasikan dalam proses penyusunan
perencanaan pembangunan daerah.

Dalam UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
dijelaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk

menyediakan informasi pembangunan daerah dan informasi
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keuangan daerah yang wajib diumumkan kepada masyarakat.
Informasi Pembangunan daerah yang dikelola dalam suatu sistem
informasi Pemerintahan dearah memuat informasi perencanaan
pembangunan daerah yang mencakup: kondisi geografis daerah;
demografi; potensi sumber daya daerah; ekonomi dan keuangan
daerah; aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum;
dan aspek daya saing daerah. Melalui sistem informasi ini
diharapkan arah pembangunan daerah lebih terarah pada
kebutuhan riil masyarakat secara obyketif, dan bukan hanya
bersifat normatif. Berkaitan dengan hal tersebut, maka salah satu
instrumen yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas
proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah adalah
dengan melakukan analisis kerangka pembangunan daerah, yaitu
suatu analisis outline pembangunan yang berisikan uraian singkat
mengenai kondisi dan analisis statistik sosial ekonomi daerah dan
keuangan daerah, sebagai gambaran umum dalam situasi historis
dan on time hasil-hasil pembangunan sosial ekonomi daerah.
Selain itu juga memberikan tantangan dan gambaran dinamika
faktor eksternal dan internal yang diperkirakan mempengaruhi

kinerja sosial ekonomi daerah di masa mendatang.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pada penyusunan dokumen ini adalah
memberikan analisis statistik sosial ekonomi daerah secara
historis mengenai hasil-hasil pembangunan sosial ekonomi
daerah Provinsi Papua, dan juga memberikan tantangan dan
gambaran dinamika faktor eksternal dan internal yang
diperkirakan mempengaruhi kinerja sosial ekonomi daerah
dimasa mendatang, sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan dan
acuan penyusunan rencana kerja tahunan daerah Provinsi Papua.
Adapun tujuan dari pada kegiatan ini secara khusus adalah :
1. Mengidentifikasi dan  menetapkan  indikator-indikator

kerangka analisisi pembangunan di Papua periode 2015-2019;
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2. Mengukur dan menganalisis capaian kinerja pembangunan
berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat, aspek
pelayanan umum dan aspek daya saing;

3. Merumuskan peluang dan tantangan, atau stimulus dan
distorsi dalam pembangunan daerah Provinsi Papua dimasa
mendatang, khususnya tahun 2021 dan 2022.

4. Melakukan proyeksi capaian kinerja pembangunan sosial
ekonomi makro daerah Provinsi Papua pada tahun 2020 dan
2021.

1.3. Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan penyusunan
dokumen Analisis Kerangka Pembangunan Provinsi Papua tahun

2018 adalah:

1. Teridentifikasinya indikator-indikator kerangka analisis
pembangunan di Papua periode 2015-2019;

2. Terukurnya capaian kinerja pembangunan berdasarkan aspek
kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek
daya saing;

3. Tersusunnya dokumen Analisis Kerangka Pembangunan

Provinsi Papua tahun 2020.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen ini disusun berdasarkan kebutuhan data
perencanaan pembangunan daerah yang dilandasi Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah. Dalam penyajiannya secara garis besar

sistematika penulisan yang disusun sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Sasaran
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1.4. Sistematika Penulisan

BABII METODE KAJIAN
2.1. Ruang Lingkup Kegiatan
2.2. Jenis Dan Sumber Data
2.3. Teknik Pengumpulan Data
2.1. Metode Analisis

BAB III GAMBARAN UMUM
3.1. Aspek Geografi dan Demografi
3.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
3.3. Aspek Daya Saing Daerah
3.4. Aspek Pelayanan Umum

BAB IV KERANGKA PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI
MAKRO DAN KEUANGAN DAERAH

4.1. Kerangka Pembangunan Sosial Ekonomi Makro
Daerah
4.2. Kerangka Keuangan Daerah

BABV TUJUAN, SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH

5.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka
Menengah
5.2. Prioritas Pembangunan
5.3. Arah Pembangunan Dan Kerangka Pengembangan
Wilayah
BAB VI PENUTUP
6.1. Kesimpulan

6.2. Rekomendasi
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BAB II
METODE KAJIAN

2.1. Ruang Lingkup Kegiatan
2.1.1.Ruang Lingkup Wilayah Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksana kegiatan penyusunan dokumen Analisis Kerangka
Pembangunan Provinsi Papua tahun 2020 adalah UPTD Pusat Data
Dan Analisis Pembangunan BAPPEDA Provinsi Papua dan Tenaga
ahli yang direkrut dari pihak akademisi. Ruang lingkup wilayah
dalam pengukuran Analisis Kerangka Pembangunan ini adalah

tingkat provinsi.

2.1.2.Ruang Lingkup Obyek Kegiatan

Obyek yang diamati dalam studi ini mencakup indikator-
indikator dalam mengukur kinerja pembangunan daerah yaitu
Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat,
Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah Provinsi

Papua.

2.1.3.Ruang Lingkup Tahapan Kegiatan

Penyusunan Analisis Kerangka Pembangunan Provinsi Papua
dilaksanakan secara sistematis, terstruktur dan terjadwal dalam
bentuk time liner yaitu: (1) Penyusunan TOR dokumen Analisis
Kerangka Pembangunan Provinsi Papua tahun 2020; (2) Penyediaan
data pendukung berkaitan dengan capaian-capaian indikator
kinerja Pembangunan Provinsi Papua selama periode 2015-2019;
(3) Proses Penyusunan dan Pengolahan data (Analisis) akan
dilakukan oleh pihak akademisi; (4) Kegiatan FGD akan dilakukan
pihak akademisi yang difasilitasi Oleh BAPPEDA Provisi Papua jika

diperlukan.

2.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penyusunan analsisis kerangka
pembangunan daerah adalah berupa data primer dan data
sekunder. Data sekunder merupakan sebuah data atau
sekumpulan data yang diperoleh, dliput dan dikumpulkan dari
berbagai laporan yang telah dipublikasikan oleh sebuah institusi

sebelumnya. Sedangkan data primer merupakan raw data atau
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data dasar yang langsung diliput pada obyek yang diamati melalui
suatu obeservasi langsung ke lapangan.

Sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan, data
yang dikumpulkan dapat juga dibagi menjadi dua jenis pengukuran
yakni data kualitatif dan kuantitatif. Pengukuran data kualitatif
menggunakan skala ordinal yang dapat menunjukkan adanya
perbedaan derajad antara penilaian yang satu dengan yang lainnya.
Sedangkan data-data kuantitatif dapat berbentuk skala interval
atau rasio.

Menurut sumbernya data yang dihimpun dalam studi ini
dapat dibagi menjadi beberapa sumber yang berasal dari BPS
Provinsi Papua dan Kabupaten/kota, SKPD (Dinas, Badan, Kantor),
BPS RI, Kementerian dan Ditjen.

2.3. Teknik Pengumpulan Data
Secara garis besar ada 3 (tiga) teknik yang digunakan dalam
meliputi data-data dan informasi yang dibutuhkan. Yaitu :

1. Riviu Dokumen. Riviu dokumen atau tinjauan dokumen
merupakan cara mengumpulkan data dengan melakukan
pemeriksaan kembali dokumen yang ada. Dalam hal ini,
peninjuan dokumen dilakukan pada dokumen-dokumen yang
bersifat internal dan ekternal terhadap suatu program atau
organisasi.

2. Wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh
keterangan untuk tujuan analisis dengan cara tanya jawab
sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden
atau orang yang diwawncarai, dengan atau tanpa
menggunakan pedoman (guide) wawancara.

3. Focus Group Discussion. Focus Group Discussion disingkat FGD
adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi yang
sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat
spesifik melalui diskusi kelompok. Atau sederhananya FGD
dapat didefinisikan sebagai suatu diskusi yang dilakukan
secara sistematis dan terarah mengenai suatu isu atau masalah
tertentu.

2.4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif,

yaitu suatu metode analisis yang lebih menekankan pada aspek
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pengukuran secara obyektif terhadap berbagai fenomena masalah.
Adapun analisis kuantitatif yang digunakan antara lain meliputi :
(1) statistik deskriptif; (2) rasio-rasio pertumbuhan, proporsi, dan
cakupan; (3) analisis COR dan ICOR; (4) model-model proyeksi time

series.
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BAB III
GAMBARAN UMUM

3.1. Aspek Geografi Dan Demografi
3.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Posisi Provinsi Papua secara geografis terletak antara garis
koordinat 01°00’ LU - 9°10’ LS dan 134°00’ BT - 141°05’ BT dengan
luas 32.027.839 hektar. Wilayah administrasi Provinsi Papua terdiri
dari 28 kabupaten dan 1 kota, yang terbagi menjadi 470 distrik dan

4.378 kampung. Secara administratif Provinsi Papua berbatasan

dengan:

a. sebelah utara : Samudra Pasifik

b. sebelah selatan : Laut Arafuru

c. sebelah barat : Papua Barat

d. sebelah timur : Papua New Guinea

Sementara jika diperhatikan dari luas wilayah, terlihat jelas
bahwa Kabupaten Sarmi memiliki luas yang paling besar di Papua
yakni mencapai 3.558.900 hektar, dan yang paling kecil adalah
Kabupaten Supiori hanya seluas 52.800 hektar. Sedangkan bila
diamati menurut wilayah adat, berturut-turut luas wilayah yang
paling besar adalah Wilayah Mamta seluas 8.624.691 hektar,
kemudia Anim Ha seluas 8.215.000 hektar, La Pago seluas
7.467.900 hektar, Mee Pago seluas 5.507.848 hektar, dan terakhir
Saireri seluas 2.212.400 hektar.
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Tabel 3.1.
Kondisi Wilayah Administratif Provinsi Papua Tahun 2019

Luas

Wilayah | Kabupaten R Jumlah | Jumlah
Adat /Kota ‘711{1:3;;"*11 L Distrik | Kampung | Kelurahan Keterangan
Dataran
Merauke 46.075 Merauke 20 176 14 Mudah
Akses
Anim Asmat 26.118 | Agats 23 217 4
Ha Tanah Dataran
Boven Digoel 23.622 Merah 20 111 S Sulit Akses
Mappi 22.979 | Keppi 15 162 2
Jayawijaya 2.743 Wamena 40 316 15
Lanny Jaya 2.852 Tiom 39 356 -
Mamberamo 4.069 | Kobakma 5 59 i
Tengah
Nduga 5.329 Kenyam 32 248 -
Pegunungan s
. 15.043 Oksibil 34 277 - Pegunungan
La Pago | Bintang Tengah
Puncak 7.548 Ilaga 25 206 -
Puncak Jaya 5.020 Mulia 26 302 -
Tolikara 3.674 Karubaga 46 545 -
Yahukimo 15.979 Dekai 51 517 1
Yalimo 3.660 Elelim S 300 -
Dataran
Nabire 12.011 Nabira 15 80 9 Mudah
Akses
. . Dataran
Mec Mimika 18.676 | Timika 18 123 24 Sulit Akses
Pago Deiyai 3.064 Waghete S 67 -
Intan Jaya 5.713 Sugapa 8 97 - Tengah
Paniai 4.891 Enarotali 24 216 -
Biak Numfor 2.229 Biak 19 239 23
Kepulauan Dataran
va 2.407 | Serui 16 147 18 Mudah
Saireri p Akses
Supiori 690 Sorendiweri 5 37 1
Dataran
Waropen 10.592 Waren 12 116 1 Sulit Akses
Jayapura 14.048 Sentani 19 127 17
Keerom 8.476 Arso 11 91 - Dataran
Sarmi 12.961 | Sarmi 19 109 2 Mudah
Mamta Mamb Akses
amberamo 29.124 Burmeso 9 359 -
Raya
Dataran
Kota Jayapura 817 Jayapura 5 16 23 Sulit Akses
Total 315.092 576 5379 136

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2020 (diolah)
Keterangan: (*) Luas wilayah berdasarkan undang-undang pemekaran

Berdasarkan O dan O, terdapat 19 kabupaten di wilayah

Papua yang berada di daerah dataran sulit akses dan pegunungan.
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Dari 5.163 kampung yang teridentifikasi melalui data statistik
tahun 2017, sekitar 79,68% atau sebanyak 4.114 kampung terletak
di daerah pegunungan dan sulit akses, dimana kurang lebih 70%
dari seluruh kampung tersebut masih merupakan daerah yang
terisolasi dari akses transportasi. Keragaan kondisi geografi wilayah
kabupaten/kota yang tidak seimbang baik itu dilihat dari luas
maupun letak wilayahnya, menjadi salah satu kendala bagi
pemerintah provinsi selama ini dalam memberi memberi pelayanan
publik ke seluruh pelosok kampung secara optimal.

Masalah lainnya adalah yang terkait dengan wilayah
administrasi, terutama sengketa tapal batas antarwilayah
kabupaten. Misalkan Kabupaten Tolikara yang mengklaim memiliki
luas 1.456.400 hektar menurut UU pemekaran selama ini
mempunyai persoalan sengketa wilayah dengan beberapa
kabupaten di sekelilingnya, seperti dengan Kabupaten Mamberamo
Tengah dan Kabupaten Yahukimo. Begitu juga dengan Kabupaten
Kepulauan Yapen yang memiliki luas wilayah 205.000 hektar
bersengketa tapal batas dengan Kabupaten Nabire. Permasalahan
tapal batas ini jika tidak ditangani segera akan menjadi penyulut

pecahnya konflik horisontal yang lebih besar di masa mendatang.

b. Topografi

Wilayah Provinsi Papua terdiri dari wilayah dataran rendah,
pesisir, dan pegunungan yang terdiri atas tiga deretan pegunungan
yaitu: 1) Pegunungan Utara di lingkar luar, 2) deretan Pegunungan
Selatan di lingkar dalam, serta 3) deretan Pegunungan Tengah yang
merupakan tepi dari The Australian Continent. Daerah pegunungan
berada pada ketinggian di antara 3000-4000 dan lebih dari 4000
meter dari permukaan laut (mdpl). Wilayah tertinggi terdapat di
Kabupaten Puncak Jaya dengan ketinggian 2.980 mdpl sedangkan
yang paling rendah adalah Kota Jayapura dengan ketinggian rata-
rata 4 mdpl.

Kelerengan yang mendominasi wilayah provinsi papua adalah
lereng landai (0 — 8)% menempati 45,9% dan lereng sangat terjal
(>40%) menempati 43,3%, yang tersebar pada wilayah Haanim,
Meepago, Mamta dan Laapago. Kondisi topografi Papua yang sangat

ekstrim (lihat O dan 3.3) menyebakan pembangunan jaringan
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transportasi darat sangat sulit dilakukan dan membutuhkan biaya
lebih besar dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk
juga dalam pembangunan jaringan fasilitas publik lainnya seperti
listrik, air bersih, informasi dan komunikasi juga terkendala dengan
kondisi topografi ini. Semuanya membutuhkan biaya besar dan
sangat mahal yang tidak dapat ditangani sendiri oleh pemerintah
provinsi dan kabupaten/kota. Karenanya dalam hal pembangunan
infrastruktur Papua, peran pemerintah pusat sangat diperlukan

selama ini.
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Gambar 3.2.
Peta Kondisi Ketinggian Wilayah Papua
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c. Kondisi Kawasan

Selain terhampar daratan yang sangat luas, Provinsi Papua
juga merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan lautan
yaitu Laut Arafuru dan Samudera Pasifik, sehingga wilayah Papua
memiliki potensi di bidang perikanan laut tangkap. Adapun luas

wilayah laut di Provinsi Papua sebesar 12.151,61 km? dan panjang

garis pantai sebesar 5.878,11 km (lihat c).

Tabel 3.2.
Luas Wilayah Laut dan Panjang Garis Pantai di Provinsi Papua

No Kabupaten/ Luas Wilayah Laut Panjang Garis
Kota (km?) Pantai (km)
1 | Merauke 3.179,51 1.497,01
2 | Jayapura 1,35 148,33
3 | Nabire 234,97 641,16
4 | Kepulauan 40,03 897,72
Yapen
S | Biak Numfor 47,85 537,17
6 | Mimika 2.832,30 464,80
7 | Mappi 582,14 151,47
8 | Asmat 2.845,91 275,97
9 | sarmi 31,85 302,20
10 | Waropen 666,69 222,58
11 | Supiori 35,83 340,80
12 | Mamberamo 1.650,37 291,45
Raya
Provinsi Papua 12.151,61 5.878,11

Sumber: BPS, Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2008, Bakorsutanal, dan
hasil pengukuran GIS Tahun 2009, Buku Rencana RTRW Provinsi Papua
2013-2033

Sebagai wilayah yang dikelilingi laut dan berada di perairan
bebas samudera pasifik, Provinsi Papua juga memiliki beberapa
pulau yang berbatasan dengan negara lain. Terdapat 2 daerah
terluar di Papua yang wilayahnya berbatasan dengan perairan
negara Palau dan Australia, yaitu di Kabupaten Supiori dan

Merauke (lihat O).
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Tabel 3.3.
Kawasan Terluar di Provinsi Papua

Negara
No Nama Pulau LR yang Keterangan
Kota
berbatasan
. . Tidak
1 P. Fanildo Supiori Palau berpenduduk
2 P. Brass Supiori Palau Berpenduduk
3 P. Bepondi Supiori Palau Berpenduduk
4 P. Liki Sarmi Palau Berpenduduk
) 2, LIeEer 15 Merauke Australia Berpenduduk
Dolok

Sumber: Biro Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah Provinsi Papua 2008 dalam
RPJPD 2005-2025

Provinsi Papua juga merupakan salah satu kawasan strategis
nasional karena berbatasan langsung dengan Negara Papua New
Guninea (PNG). Terdapat 5 (lima) kabupaten/kota sebagai daerah
terdepan di Provinsi Papua yang posisinya berbatasan langsung
dengan PNG yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Pegunungan
Bintang, Boven Digul dan Merauke. Dinamika perbatasan RI-PNG
diwarnai oleh adanya mobilitas lintas batas tradisional. Untuk
memfasilitasi aktivitas lintas batas tersebut, Pemerintah Indonesia
sampai dengan tahun 2018 telah membangun 17 Pos Lintas Batas
Negara (PLBN) di wilayah Papua (lihat 03.4).

Gambar 3.4.
Peta Pos Lintas Batas Negara di Indonesia Tahun 2018
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Sumber: Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI (2018)

Melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2015 Tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas
Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di
Kawasan Perbatasan, pemerintah pusat telah membangun PLBN

Skouw di Kota Jayapura. PLBN Skouw berdiri megah di atas lahan
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dengan luas total mencapai 10,7 hektar, dengan luas bangunan
mencapai 7.619 m?2 yang terbagi dalam beberapa zona. Desain
Gedung PLBN Skouw ini mengusung budaya lokal Papua yang
mengadaptasi bentuk bangunan khas Rumah Tangfa, penggunaan
ornamen lokal, serta penerapan prinsip-prinsip bangunan hijau
(green building). Direncanakan pada tahun 2018, PLBN Sota di
Kabupaten Merauke akan direnovasi dan dibangun lebih besar,
namun tidak semegah seperti PLBN Skouw, karena aktifitas
ekonomi dan lintas batas antar 2 (dua) negara RI-PNG pada PLBN
Sota tidak seintensif PLBN Skouw.

Kondisi topografi yang begitu ekstrim yang tersebar di hampir
sebagian wilayah Papua menyebabkan banyak daerah yang
terisolasi dan belum tersentuh oleh pelayanan publik dari
pemerintah secara memadai, sehingga jumlah daerah di Papua yang
terkategori sebagai daerah tertinggal paling banyak di Indonesia.
Sebagaimana yang dipaparkan dalam Peraturan Presiden Nomor
131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun
2015-2019 disebutkan jumlah daerah tertinggal di Papua sebanyak
26 Kabupaten, yang mana lebih jauh lagi berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019
dikatakan penyebab utama ke-26 tersebut menjadi daerah
tertinggal ada 6 faktor yakni : (1) aksesbilitas, (2) Sumber Daya
Manusia, (3) Ekonomi, (4) Sarana dan Prasarana, (5) Karakteristik
Daerah, dan (6) Kemampuan Keuangan Daerah. Urutan faktor-
faktor penyebab utama ketertinggalan suatu daerah di wilayah di

Papua dapat dilihat dalam O berikut.

Tabel 3.4.
Daerah Tertinggal dan Penyebab Utama Ketertinggalan
Wilayah Papua Tahun 2015-2019

W;::Z:h Kabupaten Penyebab Utama Ketertmggalan (Menurut Url.sltan) .
Anim Ha | Merauke Aksesblhta Ekonom1 Sarana dan
s Prsarana
Boven Digul | Aksesbilita | SDM Ekonomi
s
Mappi Aksesbilita | SDM Ekonomi Sarana dan
S Prsarana
Asmat Aksesbilita | SDM Ekonomi Sarana dan Karakteristi
s Prsarana k Daerah
Mamta Sarmi Aksesbilita | SDM Ekonomi
s
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Wilayah Penyebab Utama Ketertinggalan (Menurut Urutan)
Adat Kabupaten 1 2 3 4 5 6
Keerom Aksesbilita | Ekonomi Kemampuan | SDM
s Keuangan
Daerah
Mamberamo | Aksesbilita | Ekonomi SDM
Raya S
La Pago Jaywijaya Ekonomi SDM Sarana dan | Aksesbilitas
Prsarana
Puncak Jaya | Aksesbilita | Sarana dan Ekonomi SDM
s Prsarana
Yahukimo Aksesbilita | Ekonomi SDM Sarana dan
s Prsarana
Pegunungan | Aksesbilita | SDM Ekonomi Sarana dan
Bintang s Prsarana
Tolikara Aksesbilita | Sarana dan SDM Ekonomi
s Prsarana
Nduga SDM Ekonomi Sarana dan Aksesbilitas | Kemampuan
Prsarana Keuangan
Daerah
Lanny Jaya Ekonomi SDM Sarana dan Aksesbilitas
Prsarana
Mamberamo | Ekonomi SDM Sarana dan | Aksesbilitas
Tengah Prsarana
Yalimo Ekonomi SDM Sarana dan | Karakteristi
Prsarana k Daerah
Puncak Ekonomi SDM Sarana dan | Aksesbilitas
Prsarana
Mee Pago | Nabire Aksesbilita | Ekonomi SDM Karakteristi | Kemampuan
s k Daerah Keuangan
Daerah
Paniai Ekonomi SDM Sarana dan Aksesbilitas | Karakteristi | Kemampuan
Prsarana k Daerah Keuangan
Daerah
Dogiyai Ekonomi SDM Aksesbilitas | Sarana dan Karakteristi | Kemampuan
Prsarana k Daerah Keuangan
Daerah
Intan Jaya SDM Ekonomi Aksesbilitas | Sarana dan Karakteristi
Prsarana k Daerah
Deyiai Ekonomi SDM Sarana dan | Kemampuan
Prsarana Keuangan
Daerah
Saireri Kepulauan Ekonomi Kemampuan | Aksesbilitas
Yapen Keuangan
Daerah
Biak Numfor | Ekonomi Aksesbilitas | Kemampuan
Keuangan
Daerah
Waropen Aksesbilita | Ekonomi SDM Karakteristi | Kemampuan
s k Daerah Keuangan
Daerah
Supiori Ekonomi Aksesbilitas | Kemampuan | Karakteristi | SDM
Keuangan k Daerah
Daerah

Sumber: Perpres No. 21 Tahun 2018 (diolah)

Dalam O terlihat bahwa permasalahan yang paling utama

(nomor 1) penyebab ketertinggalan suatu daerah kabupaten di

wilayah Papua menurut perspektif pemerintah pusat adalah

aksesbilitas, ekonomi dan Sumber Daya Manusia. Merujuk kepada

indikasi yang tercantum dalam Tabel 3.4 tersebut, maka dapat
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dikatakan bahwa penyebab utama ketertinggalan wilayah Anim Ha
dan Mamta adalah faktor aksesibilitas. Penyebab utama
ketertinggalan di La Pago dan Mee Pago adalah faktor aksesbilitas,
ekonomi, dan Sumber Daya Manusia. Adapun penyebab
ketertinggalan Saireri adalah ekonomi, terkecuali untuk Waropen
penyebab utamanya adalah aksesbilitas.

Selanjutnya, berdasarkan data yang diperoleh jumlah desa
tertinggal di Provinsi Papua tergolong masih sangat tinggi. Pada
tahun 2018 tercatat desa tertinggal sebanyak 4,753 desa atau
sebesar 87,12 persen dari total 5,456 desa di Papua. Sebaran desar
tertinggal paling banyak terdapat diwilayah La Pago yaitu sebanyak
3,046 desa yang tersebar di 10 daerah. Selanjutnya, terdapat juga
desa dengan status berkembang yaitu sebanyak 693 atau sebesar
12,70 persen. Adapun desa berkembang paling banyak tersebar di
wilayah Saireri yaitu sebanyak 2017 desa. Perkembangan desa
mandiri di Papua tergolong masih sangat rendah, terdapat 10 desa
yang masuk dalam kriteria mandiri dan tersebar di 6
kabupaten/kota diantaranya adalah Kabupaten Mappi, Mimika,
Nabire, Jayapura, Keerom dan Kota Jayapura.

Tabel 3.5.
Jumlah Desa Berkembang dan Desa Tertinggal
di Provinsi Papua Tahun 2018

Anim Ha 553 118 1 672
Asmat 218 3 - 221
Merauke 84 95 - 179
Boven Digoel 100 10 - 110
Mappi 151 10 1 162
La Pago 3046 86 o 3132
Jayawijaya 274 53 - 327
Puncak 204 2 - 206
Puncak Jaya 300 2 - 302
Tolikara 540 1 - 541
Yahukimo 514 3 - 517
Lanny Jaya 347 8 - 355
Mamberamo Tengah 53 6 - 359
Nduga 247 1 - 248
Pegunungan Bintang 274 3 - 277
Yalimo 293 7 - 300
Mee Pago 560 109 3 672
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Wilayah Adat dan

Kabupaten/Kota Tertinggal Berkembang Mandiri Total
Deiyai 46 21 - 67
Intan Jaya 96 1 - 97
Mimika 101 31 1 133
Nabire 42 36 2 80
Paniai 198 18 - 216
Dogiyai 77 2 - 79
Saireri 352 217 o 569
Biak Numfor 137 117 - 254
Kepulauan Yapen 106 54 - 160
Supiori 15 23 - 38
Waropen 94 23 - 117
Mamta 242 163 6 411
Jayapura 62 76 1 139
Keerom 59 28 4 91
Mamberamo Raya 52 7 - 59
Sarmi 69 39 - 108
Kota Jayapura - 13 1 14
Provinsi Papua 4753 693 10 5456

Sumber: BPS Papua (2020)

Selain terdapat daerah-daerah terdepan, terluar dan
tertinggal, Provinsi Papua juga teridentifikasi memiliki Daerah
Tertentu, khususnya daerah rawan konflik dan bencana.
Berdasarkan data base Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi RI (Kemendes PDTT RI) tahun 2018,
terekam sebanyak 2.003 kasus kejadian konflik di Papua, yang
sebagian besar (53,92%) disebabkan karena maraknya kasus
pencurian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di
bawah ini:

Gambar 3.5.
Kejahatan yang Sering Terjadi di Provinsi Papua Tahun 2018
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Kabupaten/Kota

Dari 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua berdasarkan
akumulasi kasus kejadian tertinggi yaitu terdapat pada kabupaten
Puncak Jaya yaitu sebanyak 169 kasus. Selanjutnya, terdapat
beberapa daerah lain yang tergolong sangat tinggi didominasi pada
wilayah La Pago diantaranya kabupaten Jayawijaya, Yalimo, Nduga,
Lanny Jaya, Pegunungan Bintang, Tolikara dan Yahukimo.
Sedangkan terdapat juga daerah dengan kasus paling sedikit yaitu
kabupaten Mamberamo Tengah, Mamberamo Raya dan Supiori.
Selanjutnya, kawasan daerah tertentu lainnya yang patut
diperhatikan adalah kawasan bencana. Berdasarkan data base
yang dikeluarkan Kemendes PDTT RI tahun 2013, terdapat tiga
bencana yang sangat rawan terjadi di Provinsi Papua yaitu banjir,
tanah longsor dan kebakaran (lihat tabel 3.6).

Tabel 3.6.
Tingkat Kerawanan Bencana di Provinsi Papua Tahun 2013

RB
Gelombang
Ekstrim &
Abrasi

RB
Tanah
Longsor

RB
Cuaca
Ekstrim

RB

RB
Kebakaran

RB

Banji Ge Tsunami Kekeringan

Merauke Sedang | Sedang Sedang | Tinggi Tinggi Sedang | Tinggi
Jayawijaya - Sedang | - Tinggi - Tinggi Sedang | -
Jayapura Tinggi | Tinggi | Sedang Tinggi Tinggi Tinggi Sedang | Tinggi
Nabire Tinggi | Tinggi | Sedang Sedang | Tinggi Tinggi Sedang | -
Kep. Yapen - Tinggi | Tinggi Tinggi Sedang Sedang Rendah | -
Biak Numfor - Sedang | Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Sedang | Tinggi
Puncak Jaya Tinggi | Tinggi | - Tinggi - Sedang Sedang | Tinggi
Paniai Tinggi | Tinggi | - Tinggi - Tinggi Sedang | -
Mimika Tinggi | Sedang | Sedang Tinggi Sedang Tinggi Sedang | -
Sarmi Tinggi | Tinggi | Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Rendah | Tinggi
Keerom Tinggi | Tinggi | - Tinggi - Tinggi Rendah | Tinggi
Peg. Bintang Tinggi | Tinggi | - Tinggi - Tinggi Sedang | Tinggi
Yahukimo Tinggi | Sedang | - Tinggi - Tinggi Sedang | Tinggi
Tolikara Tinggi | Sedang | - Tinggi - Tinggi Rendah | Tinggi
Waropen Tinggi | Sedang | Sedang Tinggi Sedang Tinggi Sedang | -
Boven Digoel Tinggi | Tinggi | Sedang Tinggi - Tinggi Sedang | Tinggi
Mappi Tinggi | Tinggi | Sedang Tinggi Sedang Tinggi Sedang | -
Asmat Tinggi | Tinggi | Sedang Tinggi Sedang Tinggi Sedang | -
Supiori - Tinggi | Sedang Tinggi Tinggi Tinggi Rendah | -
Mamb. Raya Tinggi | Tinggi | Tinggi Sedang | Tinggi Tinggi Rendah | Tinggi
Mamb. Tengah Sedang | Tinggi | - Sedang | - Sedang Rendah | -
Yalimo Tinggi | Sedang | - Tinggi - Sedang Sedang | -
Lanny Jaya - Sedang | - Tinggi - Tinggi Sedang | -
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RB

RB RB RE Gelombang RB RE RB
Kabupaten/Kota e . | Tanah . Cuaca .
Banjir Tsunami Ekstrim & Kebakaran . Kekeringan
Longsor . Ekstrim
Abrasi

Nduga Tinggi | Sedang | - Sedang | - Sedang Sedang | -
Puncak Tinggi | Sedang | - Tinggi - Sedang Sedang | -
Dogiyai Tinggi | Sedang | - Tinggi - Tinggi Sedang | -

Intan Jaya - Tinggi | - Tinggi - Sedang Sedang | -

Deiyai Tinggi | Sedang | - Tinggi - Tinggi Sedang | -

Kota Jayapura Tinggi | Tinggi | Sedang Tinggi Tinggi - Sedang | Tinggi

Sumber: Kemendes PDTT RI (2017)

Dalam O tergambarkan bahwa tingkat kerawanan bencana
banjir pada hampir setiap kabupaten/kota termasuk dalam kelas
yang tinggi. Hanya 6 daerah tertentu saja yang diindikasikan tidak
memiliki kerawanan banjir yakni Kabupaten Jayawijaya,
Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Supiori, Lanny Jaya dan Intan
Jaya. Sedangan untuk kerawanan tanah longsor sebagian besar
daerah di Papua berpotensi tinggi, terkecuali untuk Kabupaten
Merauke, Nabire, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah dan
Nduga yang mempunyai kelas sedang. Selanjutnya untuk rawan
kebakaran, oleh karena Papua memiliki hutan yang sangat luas dan
menyebar diseluruh daerah, akhirnya hampir seluruh daerah di
Papua terindikasi rawan kebakaran, kecuali Kota Jayapura saja
yang dianggap tidak berpotensi rawan kebakaran. Untuk daerah
lain potensi kerawanan kebakarannya bervariasi antara kelas yang
tinggi dan sedang, dengan yang terbanyak pada kerawanan tinggi
seperti di Kabupaten Merauke, Jayawijaya, Jayapura, Nabire, Biak
Numfor, Paniai, Mimika, Sarmi, Keerom, Pegunungan Bintang,
Yahukimo dan Tolikara. Daerah yang potensi rawan kebakarannya
dalam kelas sedang hanya ada 7 (tujuh) yakni Kabupaten
Kepulauan Yapen, Puncak Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo,
Nduga, Puncak dan Intan Jaya. Secara visual, kondisi penyebaran
rawan bencana alam di Provinsi Papua dapat diperhatikan pada

Gambar 3.6.

d. Klimatologi
Iklim Papua termasuk dalam iklim hutan hujan tropis
(tropical rain forest), yang dipengaruhi oleh musim kemarau, hujan,

dan angin Muson yang menyebabkan Papua kaya dengan flora dan
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fauna khas hutan hujan tropis. Secara umum, musim kemarau di
Papua terjadi di Bulan Juni-September, sedangkan musim hujan
terjadi pada Bulan Desember-Maret, dengan masa peralihan pada
Bulan April-Mei dan Bulan Oktober-November. Terdapat 32,4%
tanah di wilayah Papua berada di kelas kemiringan di atas 40° dan
rawa-rawa yang luas terutama di sepanjang pesisir pantai Selatan
Papua yang terbentang hingga ke hulu sungai-sungai pedalaman.
Curah hujan di Provinsi Papua cukup tinggi. Data curah hujan dan
hari hujan dari berbagai stasiun lima tahun terakhir menunjukkan
angka merata dihampir seluruh wilayah di provinsi Papua. Terdapat
kecenderungan jumlah curah hujan meningkat sejalan dengan
peningkatan ketinggian tempat Pola penyebaran curah hujan
menunjukkan adanya variasi antar wilayah, dari curah hujan
sedang (1750 mm), tinggi (2500-4000mm), hingga sangat tinggi

(>4000mm), secara umum dapat dikatakan tinggi.

\N

Analisis Kerangka Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2020 I 24




0Z20Z unyn] nondod 1SU110id Yvianq ununbupquiad pybuniay] SISDUY

14

Gambar 3.6.
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Gambar 3.7.
Peta Intensitas Curah Hujan
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Penyebaran curah hujan sedang, hanya dijumpai di
kabupaten Biak Numfor, kabupaten Jayapura, Kabupaten
Jayawijaya, Kabupaten Keerom, Kabupaten paniai, kabupaten
Puncak Jaya, kabupaten Sarmi, Kabupaten Supiori, Kabupaten
Yahukimo, dan Kabupaten Yahukimo. Sedangkan kabupaten-
kabupaten lainnya memiliki curah hujan tinggi hingga sangat tinggi
(lihat Gambar 2.7).

Selain memiliki potensi yang menguntungkan, curah hujan
yang tinggi juga dapat memberikan permasalahan bagi bidang
pertanian, perhubungan, infrastruktur jalan, dan sebagainya.
Dampak langsung dari curah hujan ada yang dirasakan seketika,
dan ada yang dirasakan secara lambat. Dampak langsung seketika,
misalnya curah hujan yang tinggi atau terus menerus dapat
menimbulkan tanah longsor saat itu. Kondisi ini dapat dilihat sering
terjadi di daerah-daerah pegunungan seperti di Yalimo, Lanni Jaya,
Puncak Jaya, dan sebagainya.

Suhu udara di Provinsi Papua, sangat variatif. Pada daerah
pengunungan dengan variasi ketinggian wilayah yang beragam
memiliki suhu udara minimum 15°C dan daerah pesisir dan landai
suhu maksimal mencapai 33°C. Kelembaban udara rata-rata yaitu
78-85% dan durasi penyinaran matahari di Provinsi papua berada
pada level 35-68% dengan tekanan udara rata-rata 1.008 mbs.

Kondisi yang ekstrim juga terjadi di beberapa daerah
pegunungan dengan adanya hujan yang tinggi diiringi dengan
butiran es sehingga menimbulkan hujan es. Hujan es yang pernah
terjadi di tahun 2015 berlangsung selama 10 hari di tiga Kampung
di Distrik Agadugume Kabupaten Puncak misalkan mengakibatkan
tanaman di kebun warga membusuk dan mati, dan kurang lebih
10.000 jiwa penduduk yang mendiami tiga kampung tersebut
terancam mengalami rawan pangan akibat peristiwa ini. Fenomena

yang sama juga terjadi di Kabupaten Lanny Jaya dan Puncak Jaya.

e. Hidrologi

Provinsi Papua memiliki 64 Daerah Aliran Sungai (DAS)
dengan total panjang sungai 35.924,737 km dan total luas daerah
tangkapan 572.753, 823 km? (lihat 0). Banyaknya jumlah DAS
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menunjukkan bahwa Provinsi Papua memiliki kekayaan Sumber
Daya Air yang berlimpah. Sungai-sungai besar yang terbentang dan
danau yang tersebar di Papua dapat menjadi sumber energi listrik
terbarukan sebagai modal dasar pembangunan ekonomi produktif,
pendapatan asli daerah, dan pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat.

Tabel 3.7.
Panjang Sungai dan Luas Daerah Tangkapan di Provinsi Papua

Nama DAS Panjang Sungai (Km) Luas Daeflag:n'fr ngkapan
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Memberamo Hilir 660.457 80.099,16
Turitatu Hilir 788.626 47.872,90
Turiku Hilir 930.094 34.912,40
Apauwer 252.59 2.998,00
Wiru 155.114 2.494,80
Verkume 155.798 1.845,50
Biri 116.087 2.173,00
Sermo 151.866 1.599,20
Tor 244.29 3.153,60
Van Dallen 513.64 8.585,15
Wediman 875.27 11.492,30
Digul Kanan 420.912 7.253,70
Digul Hilir 1,178.81 33.698,04
Digul Kiri 615.753 6.162,50
Digul Timur 196.058 3.189,91
Digul Barat 196.01 2.489,90
Ein Hilir 1,956.46 65.315,43
Ein Hulu 509.886 5.337,72
Wapoga 574.393 10.637,14
Sobger 1.262.169 35.174,80
Turitatu Tengah 662.304 20.312,70
Bigadu 315.5 9.103,53
Sirowo 150.915 4.013,00
Turiku Hulu 10.628.779 7.925,61
Maro 559.804 9.909,00
Tami 320.328 7.015,40
Omba 157.253 3.427,60
Yawe 147.289 4.170,30
Lorentz 747.383 8.717,65
Kumbe 262.015 3.282,00
Wanggar 361.35 4.776,20
Kapiraya 121.26 2.860,90
Peter 682.955 10.992,30
Otokwa 187.337 3.395,30
Sentani 35.04 968,60
Grime 110.725 1.050,00
Bunga 397.783 3.457,07
Vriendschaps 475.472 5.912.508,00
Bian 640.218 12.080,12
Kamura 118.525 2.187,60




Nama DAS Panjang Sungai (Km) Luas Dae:’lail:n':‘;\ ngkapan

Rombak 346.119 1.971,20
Nadubuai 222.608 1.971,20
Brazza 990.666 10.088,02
Parongga 31.33 593,20
Yawe 61.296 1.272,00
Akimuga 288.925 2.660,10
Mimika 477,71 4.670,01
Aidoma 306.834 3.184.599,00
Minajerwi 447.597 5.054,70
Cemara 280.4 2.556,40
Otokwa 181.007 1.662,00
Nordwest 624.39 7.832,82
Odamun 264.36 6.808
Dolok 224.573 3.119,20
Bulaka 331.26 6.418,01
Siriwo 155.759 1.187,60
Kumbe 38.4 483,90
Paranggo 94.882 774,90
Kamura 270.438 2.243,20
Mappi 524.98 7.596,00
Biak 84.27 467,15
Supiori 83.457 245.917,00
Yapen 298.986 1.266.089,00
Gesa 457.979 5.551,02

Sumber: RPJPD Provinsi Papua 2005-2025
Adapun berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor 11A Tahun 2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah

Sungai menetapkan pembagian wilayah sungai di Provinsi Papua

sebagai berikut :

1) WS Mamberamo-Tami-Apauvar (kewenangan BWS Papua),
terdiri atas beberapa DAS:DAS Mamberamo, DAS Gesa, DAS
Bigabu, DAS Sobger, DAS Tariku, DAS Nawa, DAS Taritatu,
DAS Van Dalen, DAS Tami, DAS Sermo, DAS Grimer dan DAS
Sentani.

2) WS Einlanden-Digoel-Bikuma (kewenangan BWS Papua
Merauke), terdiri atas beberapa daerah aliran sungai:DAS
Einlanden, DAS Digoel, DAS Maro, DAS Kumber, DAS Bulaka,
DAS Bian, DAS Dolak, DAS Digoel dan DAS Cemara.

3) Wilayah sungai Omba (lintas Provinsi Papua-Provinsi Papua
Barat, kewenangan Papua Barat), terdiri atas WS Omba
mencakup beberapa DAS:DAS Omba, DAS Lengguru, DAS
Madefa, DAS Bedidi dan DAS Bomberai.
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4) Wilayah sungai lintas kabupaten/kota terdiri atas WS Wapoga-
Mimika (kewenangan Dinas PU Provinsi), yang mencakup
beberapa DAS:DAS Wapoga, DAS Aikimuga, DAS Otokwa, DAS
Minarjerwi, DAS Kamura, DAS Mimika, DAS Yawe, DAS
Parongga, DAS Aidoma, DAS Wanggar, DAS Siriwo, DAS
Rombak, DAS Nadubuai, DAS Yapen, DAS Biak, DAS Supiori
dan DAS Kemabu
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Analisis Kerangka Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2020 I 30




0202 unyn] nndod 1SU110id Yvianq ununbupquiad pybuniay] SISDUY

e

/

Gambar 3.8.
Peta Satuan Wilayah Sungai Provinsi Papua

F30"00°E

132°00°E 134°0'0°E 136°00"E 138°00°E 140°00°E

2008

£00'S

6'00's

8'00's

PROVINSI PAPUA BARAT

00"

2005

£00's

6'00'S

8'00's

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
PROVINS! PAPUA
TAHUN 2013 - 2033

PETA
SATUAN WILAYAH SUNGAI

N =

132°0'0°E 134°0'0"8




Instansi yang terlibat dalam pengelolaan DAS cukup banyak,
misalkan Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum,
Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Lingkungan Hidup, Bakosurtanal, pemerintah provinsi, dan
pemerintah kabupaten/ kota. Dengan banyaknya pihak yang
terlibat, baik itu secara administrasi, perencanaan dan teknis
dilapangan, maka diperlukan adanya koordinasi intensif berbagai
pihak terkait baik lintas sektoral maupun lintas daerah.

Selain memberi peluang yang besar untuk dimanfaatkan
dalam meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, banyaknya
sungai dan rawa juga merupakan tantangan dalam pembangunan
infrastruktur di Papua. Pada wilayah yang dikelilingi rawa atau
banyak rawa membuat pembangunan jalan di daerah-daerah
tersebut membutuhkan konstruksi yang lebih kokoh dibanding
biasanya, yang dipastikan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi.
Seringkali ditemukan pada pembangunan jalan di Papua, dalam
satu lajur tidak sampai ratusan kilo ada perubahan formasi dari
tanah keras ke tanah lunak, gambut dan rawa. Kondisi ini yang
menyebabkan perkiraan biaya pembangunan jalan di wilayah
Papua selalu bisa over estimated. Banyaknya sungai juga menjadi
permasalahan tersendiri, karena pembangunan jalan harus
dihubungkan juga dengan banyaknya jembatan yang dibangun di

atas sungai, yang akhirnya membutuhkan biaya yang lebih besar.

f. Tutupan Lahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23
Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua
Tahun 2013-2033, diindikasikan Papua memiliki kawasan hutan
yang luas dengan tutupan lahan yang relatif masih utuh. Hutan
lahan kering primer dan hutan rawa primer merupakan daerah
terluas yaitu masing-masing sekitar 15 juta ha (49%) dan 4,5 juta
ha (14,5%); kemudian hutan lahan kering sekunder seluas 3,2 juta
ha (10,5%) dan savanna seluas 1,4 juta ha (4,5%). Sementara itu,
hutan lindung dan hutan produksi memiliki luasan yang hampir
sama masing-masing sebesar 8,3 juta ha dan 8,2 juta ha.

Sedangkan, jenis penggunaan hutan produksi konversi dan
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KSA/KPA mencapai 6,4 juta ha dan 5,6 juta ha (lihat O dan Gambar
3.9).
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Gambar 3.9.
Peta Tutupan Lahan Tahun 2012
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Tabel 3.8.
Jenis Penggunaan Lahan di Provinsi Papua Berdasarkan RTRW
Provinsi Papua Tahun 2013-2023

Jenis Penggunaan Lahan Luasan Persentase

Air 551.789,45 2%
2 APL 1.707.014,50 5%
3 Hutan Lindung 7.838.861,32 24%
4 Hutan Produksi 4.767.346,35 14%
5 Hutan Produksi Konversi 4.136.177,07 13%
6 HPT 5.982.030,10 18%
7 KSA 6.755.034,81 21%
8 KSA Air 1.019.016,51 3%

JUMLAH 32.757.270,10 100%

Sumber: RTRW 2012, Pemerintah Provinsi Papua

Sekitar 81,14% luas lahan di Papua berupa tutupan hutan
yang mengandung kekayaan keanekaragaman hayati begitu tinggi.
Diperkirakan dalam hutan Papua terdapat 602 jenis burung (52%
jenis endemik), 223 jenis mamalia (58% jenis endemik), 223 jenis
reptil (35% jenis endemik) dan 1.030 jenis tumbuhan (55% jenis
endemik) hidup di belantara Papua.

Selanjutnya, menurut data terbaru yang dipublikasikan oleh
BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) Wilayah X Papua,
Kondisi Tutupan Lahan Provinsi Papua berdasarkan Citra 8 OLI
liputan tahun 2017 adalah seluas 32.498.762 hektar yang terdiri
atas : (1) Kawasan Berhutan seluas 25.028.044 hektar, dan (2)
Kawasan Tidak Berhutan seluas 7.470.718 hektar. Dimana Kelas
Tutupan Lahan paling luas adalah untuk Hutan Lahan Kering
Primer yaitu 14.746.788 hektar, serta daerah yang paling besar
memiliki tutupan lahan adalah Kabupaten Merauke seluas

4.640.188. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.10.

3.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua
tahun 2013-2033, maka potensi pengembangan wilayah dalam

jangka panjang ialah sebagai berikut:
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3.1.2.1. Potensi Hutan

a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Provinsi Papua memiliki 3 jenis kawasan peruntukan hutan
produksi, yaitu: Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi
tetap (HP), dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK).

Gambar 3.10.
Kondisi Tutupan Lahan Provinsi Papua Berdasarkan Citra 8
OLI Liputan Tahun 2017 (dalam hektar)

Merauke NG 4,640,188

Hutan Lahan Kering Primer _14,746,1 Asmat I 2,312,243
Hutan Rawa Primer I 4,221,873 Boven Digoel NN 2 466,320
Hutan Lahan Kering Sekunder [EEEE 4,010,780 . BMappi _1436291;22’944
eg. Bintang NN 1,436,
Be'“karRaW? B 1,667,848 Yahukimo NS 1,339,142
Tubuh Air 1l 1,497,574 Nduga N 654,510
Hutan Rawa Sekunder W 1,212,843 Tolikara HEEE 633,868
Puncak M 540,375
Semak Belukar W 932,241 Puncak Jaya W 508,699
Savana W 900,271 Yalmo W 433343
Pertanian Campur Semak W 860,840 Lanny Jaya W 362,377
Rawa W 774.055 Mamb Tengah Il 328,257
. ’ Jayawijaya W 243,093
Hutan Mangrove Primer B 735,718 Mimika S 1 916,800
Tanah Terbuka I 489,302 Nabire NN 1,635,648
Perkebunan | 159,748 Intan Jaya [N 1,114,354
Paniai W 648,835
Hutan Mar]groveSekunc.ier | 98,187 Dogiyai W 442,104
Pertanian Lahan Kering | 75,435 Deiyai M 286,891
Transmigrasi | 66,805 Mamb Raya NN 2,558,758

Jayapura NN 1,437,207

Permukiman 30,472 i
Sarmi N 1,400,808

Sawah 13,030 Keerom MEEEE 936,998
Hutan Tanaman 1,853 Kota Jayapura 1 82,142
Pertambangan = 1,765 Waropen NN 681,600

Biak Numfor HE 399,625
Bandara 807 Kep.Yapen W 358798
Tambak 524 Supiori 1 65,395

Sumber : BPKH Wilayah X Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Hutan Produksi Terbatas memiliki kriteria: a) memiliki faktor
kemiringan lereng, jenis tanah dan intensitas hujan dengan jumlah
skor 125-174, b) kawasan hutan yang digunakan untuk budi daya
hutan alam. Sedangkan Hutan Produksi tetap (HP) memiliki
kriteria: 10 memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan
intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124, b) kawasan
hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam
dan hutan tanaman. Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)
memiliki kriteria, sebagai berikut: a) memiliki faktor kemiringan,
lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling
besar 124 dan/atau, b) merupakan kawasan yang jika dikonversi

mampu mempertahankan daya dukung dan daya tampung
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lingkungan, c) kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan
untuk digunakan bagi perkembangan transportasi, transmigrasi,

permukiman, pertanian, perkebunan, industri, dan sebagainya.
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Gambar 3.11.
Peta Penetapan Lokasi Fasilitasi Pada 5 Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Dan 4 Unit Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Papua Tahun 2015
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Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor : P.20/MenLHK/2015 Tentang Fasilitasi Biaya
Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan, di Provinsi Papua
terdapat 9 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dimana secara garis
besarnya terdiri atas KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung)
dan KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) yang tersebar
pada : (1) KPHL Unit II Lintas Nabire, Dogiyai, (2) KPHL Unit VI
Lintas Mimika, Dogiyai, Deyiai, (3) KPHL Unit X Lintas Intan Jaya,
Waropen, Puncak, (4) KPHP Unit XXII Sarmi, (5) KPHL Unit XLII
Lintas Lanny Jaya, Puncak Jaya, Tolikara, Mamberamo Tengah,
Yalimo, (6) KPHP Unit XLIII Lintas Yahukimo, Nduga, (7) KPHL Unit
XXXV Lintas Pegunungan Bintang, Yahukimo, (8) KPHP Unit LI
Lintas BOVEN DIGUL, Pegunungan Bintang, dan (9) KPHP Unit
XXVIII Kota Jayapura. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar
3.11 di atas.

b. Kawasan Hutan rakyat

Kawasan perutukan hutan rakyat ditetapkan dengan kriteria
kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan oleh orang pada
tanah yang dibebani hak milik. Selain itu, kawasan hutan rakyat
berada pada lahan-lahan masyarakat dan dikelola oleh masyarakat.
Pada kawasan ini, kegiatan yang diperbolehkan ialah kegiatan

permanenen berdasarkan sistem tebang butuh.

c. Kawasan Peruntukan Pertanian dan Perkebunan

Kawasan perumtukan pertanian dan perkebunan terdiri dari
pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan hortikultura.
Kawasan ini memiliki beberapa kriteria, yaitu: kesesuaian lahan
untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian, ditetapkan
sebagai lahan pertanian pangan abadi, mendukung ketahanan
pangan nasional, dan atau dapat dikembangkan sesuai dengan
tingkat ketersediaan air.

Kegiatan pada kawasan pertanian adalah pertanian budidaya
lahan kering tidak produktif dapat dialihfungsikan dengan syarat
yang diatur oleh pemerintah kabupaten dan atau oleh Kementerian

Pertanian. Selain itu, kegiatan pertanian skala besar, baik yang
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menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus lebih
dulu memiliki kajian studi AMDAL.

Penanganan limbah pertanian tanaman (kadar pupuk dan
pestisida yang terlaur dalam air drainase) dan polusi industry
pertanian (udara-bau dan asap, limbah cair) yang dihasilkan harus
disusun dalam RPL dan RKL. Kawasan yang menghasilkan produk
perkebunan yang bersifat spesifik dilindungi kelestariannya dengan
indikasi ruang. Kawasan pertanian diharapkan menyediakan
kegiatan pertanian berskala besar untuk menyerap sebanyak
mungkin tenaga kerja yang merupakan penduduk asli setempat,
baik Orang Asli Papua maupun pendatang.

Potensi pengembangan lahan pertanian di Papua masih
terbuka sangat lebar melalui klarifikasi status lahan untuk
pembangunan pertanian oleh Pemerintah dan masyarakat adat,
pengembangan infrastruktur pertanian termasuk jaringan irigasi,
jaringan jalan pendukung pertanian, pasar, peningkatan SDM
secara konsisten dan terpadu, dan pemberdayaan masyarakat
untuk membangun sektor pertanian. Dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumberdaya lahan yang tersedia secara tepat dan
lestari bukan tidak mungkin mengangkat Provinsi Papua sebagai
sentra produksi pertanian di wilayah timur, memberdayakan dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua, dan
melestarikan sumber pangan lokal yang sudah terbukti adaptif
untuk ketahanan pangan dan kelestarian budaya setempat.
Kegiatan perkebunan juga masih terbatas pada komoditas dengan
orientasi pada pasar lokal. Meski demikian, beberapa investasi
perkebunan untuk kako dan kopi telah menunjukkan kemajuan
dan layak dikembangkan dengan basis pengelolaan oleh

masyarakat adat.

3.1.2.2. Potensi Perikanan
a. Perikanan Tangkap

Provinsi Papua memiliki panjang pantai kurang lebih 1.170
mil laut. Secara umum, Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)
Papua terbagi dua, yaitu perairan utara Papua tergabung dalam
WPP 717 yang mencakup perairan Laut Cendrawasih dan Pasifik
dengan pantai 509 mil laut (916 km) dan luas diperkirakan 6.110
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mil laut (11.000 km?) sebagai kawasan yang kaya akan sumberdaya
perikanan Pelagis Besar (Tuna, Paruh Panjang, Cakalang, dan
Tenggiri). Sedangkan pada bagian selatan, Papua masuk dalam
WPP 718 yang mencakup perairan Laut Arafura dengan panjang
pantai 662 mil laut (1.191 km) dengan luas perairan 7.944 mil laut
(14.300 km) dan merupakan kawasan yang kaya akan sumberdaya
Ikan Demersal (Udang, Kakap Merah, Kakap Putih, Bawal, Pari,
Cucut dan Ikan Pelagis kecil lainnya (Teri, Tongkol, Kembung).
Kelompok ikan lainnya adalah Ikan Kerapu, Napoleon, Lobster dan
ikan hias. Papua memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat
besar, terutama pada wilayah pesisir dan lautnya. Sumber daya ini
dapat dilihat dari berbagai ekosistem tropik yang ada (mangrove,
terumbu karang dan padang lamun) dengan @ tingkat
keanekaragaman yang tinggi. Selain itu, Papua juga memiliki
potensi sumberdaya hayati perikanan terutama perairan utara
Papua dengan potensi Ikan Pelagis dan perairan selatan dengan
komoditi utama udang. Berbagai sumberdaya tambang, mineral
dan gas juga dapat ditemukan di perairan pesisir dan Laut Papua.
Pengembangan perikanan tangkap meliputi wilayah:
e Laut Papua Utara dengan pusat kegiatan di Biak, dan
Jayapura;
e Laut Papua Selatan dengan pusat kegaitan di Mimika dan
Merauke.
Kegiatan perikanan dapat dikatakan masih relatif sederhana.
Jenis alat tangkap yang digunakan oleh masyarakat lokal masih
bersifat tradisional, contohnya jaring insang, pancing dan alat
tangkap lainnya seperti tonda, tombak serta kalawai (tombak

bermata banyak).

b. Perikanan Budidaya

Secara umum, Kawasan Bentang Laut Papua memiliki
potensi budidaya kelautan dan perikanan sangat besar.
Pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya kelautan dan
perikanan dibagi menurut prioritas penanganannya sebagai

berikut:
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1. Perikanan budidaya laut di Teluk Cendrawasih, Kabupaten

Jayapura, dan Kota Jayapura;




2. Perikanan budidaya air payau (tambak) di Kabuapten Sarmi
dan Waropen;
3. Perikanan budidaya air tawar (kolam) di Kabupaten
Jayawijaya dan Jayapura, serta Kota Jayapura.
Peta produksi perikanan budidaya di Provinsi Papua tersebar
di seluruh pesisir dan pulau-pulau, meskipun pemanfaatannya
terbatas di daerah pesisir Jayapura dan Kabupaten Nabire. Di
kedua kabupaten potensial tersebut jenis perikanan budidaya
perairan umum, dengan jenis ikan unggulan kerapu dan baronang,
sedangkan untuk perairan laut terbesar di Kabupaten Biak dengan
budidaya unggulan rumput laut yang dapat terus ditingkatkan

produktivitasnya.

3.1.2.3. Pertambangan

Pulau Papua terbentuk dari hasil benturan Lempeng Benua
Australia (Australia Plate) yang bergerak ke Utara dengan Lempeng
Pasifik (Pacific Crustal Plate) yang bergerak ke arah Barat.
Konsentrasi mineral-mineral logam diperkirakan terdapat pada
Lajur Pegunungan Tengah Papua. Posisi tektonik Papua yang
berada di Lingkar Pasifik, yang berupa cincin gunung api
memberikan potensi endapan mineral logam maupun non logam
yang besar, sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel 3.9.

Tabel 3.9.
Potensi Mineral Logam dan Non Logam

Kabupaten /Kota Lokasi Jenis Galian Mineral

Kota Jayapura S.Numbai, Kodam Emas
S. Yapis, Kel. Imbi Emas
S. APO Emas
S. Entrop Emas
S. Perumnas IV Emas
S. Borgonjie Emas
S. Kujabu, Waena Emas
Jayapura Sentani Kobal
Tungsten
Nikel
Asbes
S. Kemiri Emas
Sentani Emas
S. Deyau, Sentani Emas
S. Sawe Sentani Emas
S. Ayapo Sentani Emas
S. Tami Krom
Tg. Tanahmerah Talk
Waris Emas, tembaga, timah hitam
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‘ Kabupaten /Kota ‘ Lokasi Jenis Galian Mineral
Web Emas, perak
Arso Krom, batubara
Depapre Marmer
Bonggo Batubara
Genyem Batubara
Siduarsi Nikel Laterit
S.Pis dan S.Pas Emas
Senggi Tembaga, timah hitam
Jayawijaya Kurulu Pasir Kuarsa, batu gamping
Assolokobal Pasir Kuarsa, batu gamping
Asologaima Batubara
Borme Utara Emas
Okbibab Tungsten
Soba Timbal-Seng
Holuwan Timbal-Seng
Bokondini Tembaga, emas
Tiom Emas, batu garam
Mbua Batubara
Nalca Emas
Dabera Emas, tembaga
Aboyi Emas, molibdenum
Nabire Yaur Pasir kuarsa, granit, marmer
Logari Emas
S. Sanoba, Nabire Emas
S.Nabarua, Nabire Marmer
Uwapa Seng, Kaolin
Jali Bumi, Topo Emas
Cemara, Topo Emas
Haiura Emas, tembaga
Wapoga Emas
Biak Numfor Supiori Emas, Batu Kapur
Korido Kalsit
Biak Fosfat, Pasir Besi
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